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ABSTRAK 

 

Wali>ma al-‘Urs” mengandung pengertian peresmian pernikahan 

yang tujuannya untuk memberi tahu khalayak ramai bahwa kedua 

mempelai telah menjadi suami istri. Wali>ma al-‘Urs diadakan ketika 

akad nikah berlangsung atau sesudahnya. Adat kebiasan atau tradisi 

yang terdapat di setiap daerah tentu berbeda, salah satunya tradisi 

Wali>ma al-‘Urs sebelum adanya akad nikah. Dalam pernikahan suku 

Lampung Pubian, dikenal dengan prosesi sebambangan, pada prosesi 

ini nantinya calon mempelai wanita dibawa dan tinggal di 

kediamannya calon mempelai pria dalam jangka waktu tertentu 

dengan tujuan untuk dikenalkan dengan sanak saudara, tetangga, dan 

kerabat calon mempelai pria. kemudian akan diadakan Wali>ma al-‘Urs  
di kediaman mempelai wanita, setelahnya akan diadakan akad nikah 

sekaligus Wali>ma al-‘Urs di kediaman mempelai pria. Dengan 

rumusan masalah: 1. Bagaimana praktik pelaksanaan Wali>ma al-‘Urs 

sebelum akad nikah di Desa Rantau Tijang?. 2. Bagaimana pandangan 

hukum Islam terhadap  Wali>ma al-‘Urs sebelum akad nikah di Desa 

Rantau Tijang?. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui 

proses  Wali>ma al-‘Urs sebelum akad nikah di Desa Rantau Tijang 2. 

Untuk  mengetahui pandangan hukum Islam terhadap  Wali>ma al-‘Urs 

sebelum akad nikah di Desa Rantau Tijanng. 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field 

research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif anlisis. Sumber data 

yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh 

langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, interview, dan 

dokumentasi serta dilengkapi juga dengan data sekunder. Kemudian 

data-data tersebut diolah dengan cara editing dan sistemazing. Setelah 

semua data terkumpul, penulis melakukan analisa data secara 

kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif dengan metode berfikir 

induktif 

Kesimpulan pada penelitian ini ialah, pertama, pelaksanaan 

Wali>ma al-‘Urs sebelum akad nikah diawali dengan sebambangan 

yang dikemudian calon mempelai wanita akan tinggal di kediaman 

calon mempelai pria sampai dengan waktu pelaksanaan Wali>ma al-
‘Urs. Pada saat berada di kediaman calon mempelai pria, calon 

mempelai wanita akan mendapatkan pengawalan khusus dari pihak 

keluarga calon mempelai pria seperti ibu, bibi, adik perempuan dan 

tetangga sekitar kediaman pria. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi hal-

hal yang bertentangan dengan hukum maupun norma yang ada. Selain 

itu, tujuannya ialah untuk memperkenalkan calon mempelai wanita 
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kepada sanak keluarga, tetangga, dan teman dari calon mempelai pria. 

Setelah keduabelah pihak menetapkan tanggal pernikahan maka 

umumnya akan dilaksanakan Wali>ma al-‘Urs terlebih dahulu di 

kediaman mempelai wanita, kemudian setelahnya akan diadakan 

Wali>ma al-‘Urs sekaligus akad nikah di kediaman mempelai pria. 

Kedua, Dalam tinjauan hukum Islam hal ini berkaitan dengan 

pelaksanaan Wali>ma al-‘Urs sebelum akad nikah masuk kedalam 

katagori urf yang boleh dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengenalkan calon mempelai wanita dan mencari hari baik kapan 

akan dilaksanakanya akad nikah. Pelaksanaan Wali>ma al-‘Urs 

sebelum akad nikah sebaiknya tidak dilaksanakan karena 

dikhawatirkan ketika kedua calon mempelai yang belum sah menjadi 

pasangan suami istri berada dalam satu atap akan menimbulkan 

perbuatan yang bertentangan dengan syara’. Hal ini sejalan dengan 

apa yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia untuk menjauhi 

segala hal yang mendekatkan dirinya kepada perbuatan zina. 

Sebagaimana dalam Q.S. al-Isra’ ayat 32.  

 

Kata Kunci: Wali>ma al-‘Urs, Akad Nikah, Adat Istiadat 
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ABSTRACT 

 

Wali>ma al-‘Urs implies the inauguration of a marriage whose 

purpose is to inform the public that the bride and groom have become 

husband and wife. Wali>ma al-‘Urs is held when the marriage contract 

takes place or after. The customs or traditions that exist in each 

region are certainly different, one of which is the Wali>ma al-‘Urs 

tradition before the marriage contract. In the Lampung Pubian tribal 

wedding, known as the sebambangan procession, in this procession 

the prospective bride will be brought and live in the prospective 

groom's residence for a certain period of time with the aim of being 

introduced to the relatives, neighbors, and relatives of the prospective 

groom. then Wali>ma al-‘Urs will be held at the bride's residence, after 

which a marriage contract will be held as well as Wali>ma al-‘Urs at 

the groom's residence. Therefore, the author chose the title "Wali>ma 
al-‘Urs Before the Marriage Agreement with an Islamic Law 

Perspective (Study in Rantau Tijang Village, Pugung District, 

Tanggamus Regency" with the formulation of the problem: 1. How is 

the practice of implementing Wali>ma al-‘Urs before the marriage 

contract in Rantau Tijang Village?. 2. What is the view of Islamic law 

on Wali>ma al-‘Urs before the marriage contract in Rantau Tijang 

Village?. The purpose of this study is 1. To know the process of Wali-
>ma al-‘Urs before the marriage contract in Rantau Tijang Village 2. 

To find out the views of Islamic law on Wali>ma al-‘Urs before the 

marriage contract in Rantau Tijang Village. 

The type of research in this thesis is field research. The nature of 

this research is descriptive analysis. Sources of data obtained from 

this study are primary data obtained directly from the source, either 

through observation, interviews, and documentation and is also 

equipped with secondary data. Then the data is processed by editing 

and systemizing. After all the data was collected, the writer conducted 

a qualitative data analysis to produce descriptive data using inductive 

thinking methods. 

The conclusions in this study are, first, the implementation of 

Wali>ma al-‘Urs before the marriage contract begins with a 

sebambangan which then the prospective bride will stay at the 

residence of the prospective groom until the time of the 

implementation of Wali>ma al-‘Urs. While at the prospective groom's 

residence, the prospective bride will receive a special escort from the 

prospective groom's family such as his mother, aunt, younger sister 

and neighbors around the man's residence. This is intended so that 

things do not happen that are contrary to existing laws and norms. In 
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addition, the goal is to introduce the prospective bride to the relatives, 

neighbors, and friends of the prospective groom. After both parties 

have set the wedding date, generally Wali>ma al-‘Urs will be held first 

at the bride's residence, then after that there will be Wali>ma al-‘Urs 

as well as a marriage contract at the groom's residence. Second, in a 

review of Islamic law, this is related to the implementation of Wali>ma 
al-‘Urs before the marriage contract is included in the category of 'urf 

fasid. The implementation of Wali>ma al-‘Urs before the marriage 

contract should not be carried out because it is feared that when the 

two prospective brides who are not yet legally married as husband 

and wife are under one roof, it will lead to actions that are contrary to 

sharia'. This is in line with what Allah has commanded humans to stay 

away from everything that brings them closer to adultery. As in Q.S. 

al-Isra 'verse 32. 

 

Keywords: Wali>ma al-‘Urs, Marriage Contract, Traditions 

 

 

  



vi 

 

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN  LAMPUNG 

FAKULTAS SYARIAH 
Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)  703260 

 

PERNYATAAN ORISINALITAS 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Neli Ernanda Tasabela 

NPM : 1821010304 

Program Studi : Hukum Keluarga Islam 

Fakultas : Syariah 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Wali>ma 

al-‘Urs Sebelum Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi di 

Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten 

Tanggamus)”. adalah benar karya saya. Apabila terdapat kesalahan 

dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan seshungguhnya. 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Bandar Lampung, 05 Agustus 2022 

Yang Menyatakan 

 

 

 

 

 

Neli Ernanda Tasabela 

NPM: 1821010304 

 

 

 

 

 







 

ix 

 

MOTTO 

 

                        

                       

                         

                            

                          

                           

                        

            

 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki 

rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan 

tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu 

diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah 

kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang 

demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk 

menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang 

benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka 

(isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang 

demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh 

kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- 

isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan 

itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah. 

Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, Maka 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas 

dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu adanya 

uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah 

yang terkait dengan tujuan dibuatnya skripsi ini. Penegasan 

tersebut diharapkan menghindari terjadi kesalahpahaman terhadap 

pemaknaan judul dari beberapa istilah yang telah digunakan serta 

meminimalisir terjadinya multi tafsir terhadap judul. Selain itu, 

langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok 

permasalahan yang akan di bahas. 

Adapun skripsi yang berjudul “Wali>ma al-‘Urs Sebelum Akad 

Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Rantau Tijang, 

Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)”. Dengan uraian 

sebagai berikut: 

1. Wali>ma al-‘Urs berasal dari kata Wali>ma yang artinya al-jam‟u 

atau kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan 

sanak saudara, kerabat dan para tetanggga.
1
  Wali>ma berasal 

dari bahasa arab (al- Wali>ma) yang artinya makanan pengantin, 

maksudnya ialah makanan yang disediakan khusus dalam acara 

pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk 

tamu undangan atau lainnya.
2
 Menurut Sayyid Sabiq, Wali>ma 

diambil dari kata al-walmu dan mempunyai makna makanan 

yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam 

kamus hukum, Wali>ma adalah makanan pesta perkawinan atau 

tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya 

undangan.
3
 

                                                             
1 Sahrani Tihami Shohari, Fiqh Munakahat (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014),  

131. 
2 Enizar, Pembentukan Keluarga Berasarkan Hadits  Rasulullah saw (Metro: 

STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 88. 
3 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz VII, vol. Cet ke-2, ter. Muhammad Thalib 

(Bandung: PT Al-Ma‘arif, 1982),  148. 



 

 
 

2 

2. Sebelum Akad nikah adalah suatu kesepakatan dari calon suami 

dan calon suami-istri untuk berjanji dalam diri. Dengan akad 

nikah tersebut kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan 

perkawinan dengan mengikuti ketentuan agama.
4
 

Dapat dipahami bahwa  Wali>ma al-‘Urs sebelum terlaksananya 

akad nikah adalah prosesi mengundang sanak saudara dan kerabat 

atau perayaan sebuah pernikahan sebelum diadakan ijab dan kabul 

anatara calon suami dan istri. Maka berdasarkan penjelasan di atas 

dapat dipahami bahwa  Wali>ma al-‘Urs sebelum dilaksanakannya 

akad nikah adalah upaya pengkajian secara mendalam tentang 

bagaimana  pandangan Islam terhadap budaya atau al-U‟rf yang 

hidup dan berkembang dalam masyarakat dan bagaimana 

pandangan masyarakat setempat menyikapi fenomena tersebut. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan suatu akad yang mengandung 

kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz 

nikah atau tazwij.5
 Perkawinan juga merupakan suatu akad yang 

menyebabkan kebolehan bergaul antara laki- laki dan juga 

perempuan dan saling menolong diantara keduanya serta 

menentukan batas hak dan kewajiban diantaranya.
6
 Wujud 

sunatullah yang berlaku menyeluruh bagi semua makhluk di alam 

semesta adalah terciptanya makhluk dengan jodoh dan pasanganya 

yang serasi. Demikian pula dalam undang-undang perkawinan 

disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan wanita dengan suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
7
 

                                                             
4 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet. 1 (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1974), 73. 
5 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2009),  

12. 
6 Ibid,  13. 
7 Perkawinan, ―Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974,‖ Pub. L. No. Pasal 1 

Ayat 1 (t.t.). 
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Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang 

mencakup semua sisi kehidupan, tidak ada satu masalah pun di 

dunia ini yang tidak dijelaskan, dan tidak ada satu masalah pun 

yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak 

kecil dan sepele. Seperti halnya dengan peristiwa penting dalam 

kehidupan manusia yakni pernikahan. 

Dalam syari‘at Islam sudah diatur secara rapi tentang 

pernikahan yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari taaruf, 

lamaran, akad nikah serta pemberian mahar, kemudian 

mengadakan Wali>mah. Hal ini dikarenakan pernikahan adalah 

suatu perbuatan yang sangat sakral. Maka dari itu, untuk menjaga 

kesakralan pernikahan hendaknya pernikahan tersebut dilakukan 

dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Pernikahan juga merupakan institusi yang sangat penting dalam 

masyarakat Indonesia. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan 

hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak dilihat dari 

aspek formal saja, tetapi juga dilihat dari aspek sosialnya. Yakni 

menyangkut aspek Wali>ma al-‘Urs biasa dikenal dengan perayaan 

pernikahan. Hal ini selain hukumnya Sunnah Mustahab tetapi juga 

sunnah muakad.  

Berdasarkan perkembangan masyarakat, Wali>mah berubah 

menjadi bermacam-macam, baik jenisnya maupun cara 

penyelenggaraannya. Dapat kita ketahui banyak Wali>mah  yang tak 

lebih hanya sebuah resepsi yang berlebihan, mewah namun hanya 

buang-buang uang dengan percuma. Bahkan tidak jarang Wali>ma 

secara tidak langsung cukup membebani bagi yang 

menyelenggarakannya, namun tuntunan sosial harus dilakukan hal 

ini tentu tidak menjadi masalah bagi orang-orang yang 

berkecukupan, tetapi bagi seorang yang hidup pas-pasan tentu hal 

ini sangat merepotkan. Namun, disebabkan gengsi sosial maupun 

karena faktor adat, sehingga mereka tetap mekmaksakan diri untuk 

melaksanakannya. 
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Dalam hal ini Islam memandang bahwa mengadakan Wali>ma 

al-‘Urs adalah suatu bentuk  mewujudkan rasa syukur kepada 

Allah swt, dan juga sebagai ajang untuk memperkenalkan kepada 

masyarakat tentang pernikahan kedua mempelai. Sehingga ketika 

mereka pergi berdua tidak akan timbul sebuah fitnah.
8
 Wali>ma al-

‘Urs pun lumrah dilaksanakan dan telah membudidaya bagi setiap 

lapisan masyarakat dimanapun tempat tinggalnya, hanya saja 

sistem dan caranya yang berbeda, yakni tergantung adat dan 

kebiasaan yang berlaku dilingkungan masing-masing tempat 

tinggalnya. Sedangkan maksud dan tujuan melakukan Wali>ma al-

‘Urs itu hanya untuk menunjukkan rasa syukur kebahagiaan atas 

pernikahan yang telah terjadi. 

Wali>mah dalam pengertian khusus disebut ―Wali>ma al-‘Urs‖ 

mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya 

untuk memberi tahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah 

menjadi suami istri.
9
 Wali>ma al-‘Urs diadakan ketika akad nikah 

berlangsung atau sesudahnya. Wali>ma al-‘Urs ini biasa diadakan 

sebagaimana adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, 

karena setiap masyarakat mempunyai adat dan cara yang berbeda 

dalam melaksanakan Wali>ma al-‘Urs. Hal yang terpenting dari 

tujuan dilaksanakannya Wali>ma al-‘Urs (pesta pernikahan) adalah 

pengumuman atas adanya sebuah perkawinan dan mengumpulkan 

kaum kerabat serta teman-teman atas kegembiraan dan rasa syukur 

kedua mempelai serta mendoakan kedua mempelai agar menjadi 

keluarga yang saki>nah, mawaddah warahmah.10
 

Adat kebiasan atau tradisi yang terdapat di setiap daerah tentu 

berbeda. Setiap tradisi yang ada penting untuk dirawat 

eksistensinya sebagai sebuah warisan budaya. Termasuk tradisi  

Wali>ma al-‘Urs sebelum adanya akad nikah yang biasa dilakukan 

oleh masyarakat suku Lampung Pubian di Desa Rantau Tijang, 

Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Disini pada umumnya 

                                                             
8 H.S.A Alhamdi, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet Ke-3 (Jakarta: 

Pustaka Amami, 1989),  168. 
9 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van 

HOEVE, 1996),  117. 
10 Ibid,   241. 
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setiap pernikahan orang yang bersuku asli Lampung Pubian, maka 

lumrah diadakan Wali>ma al-‘Urs di kediaman calon mempelai 

wanita sebelum dilaksanakannya akad nikah di kediaman calon 

mempelai pria. 

 Pernikahan suku Lampung Pubian terdapat prosesi 

sebambangan, yaitu pada prosesi ini nantinya calon mempelai 

wanita akan ‗diculik‘ oleh calon mempelai pria untuk dibawa ke 

kediamannya dan dikenalkan dengan para tetangga dan sanak 

saudara. Setelah disepakati hari dan tanggal  akad nikah, maka 

calon mempelai pria akan datang ke kediaman calon mempelai 

wanita untuk melaksanakan sujud/menghadap orang tua calon 

mempelai wanita agar sang orang tua bersedia menikahkan 

anaknya dengan dirinya. Pada saat prosesi sujud itulah kemudian 

akan diadakan Wali>ma al-‘Urs sebagai pemberian kabar kepada 

sanak saudara, kerabat, teman, dan semua orang bahwa anaknya 

akan ia nikahkan. Setelah  Wali>ma al-‘Urs itulah kemudian 

dilaksanakan akad nikah di kediaman calon mempelai pria. 

Oleh karena itu, maka penulis merasa perlu untuk melakukan 

penelitian terhadap  Wali>ma al-‘Urs sebelum akad nikah. Maka 

judul yang dipilih ialah. “ Wali>ma al-‘Urs Sebelum Akad Nikah 

Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Rantau Tijang, 

Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)”. Harapannya 

peneltian ini akan menghasilkan sebuah refrensi bagi penulis 

ataupun masyarakat pada umumnya. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Adanya perbedaan antara budaya yang ada di masyarakat 

dengan ketentuan hukum Islam. 

b. Adanya Wali>ma al-‘Urs sebelum dilaksanakannya akad 

nikah di Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, 

Kabupaten Tanggamus 

c. Minimnya literatur yang menjelaskan praktik Wali>ma al-

‘Urs di Desa Rantau Tijang. 
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2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna 

serta mendalam, maka permasalahan penelitian yang diangkat 

perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penelitian ini dibatasi 

hanya yang berkaitan dengan  Wali>ma al-‘Urs di sepanjang 

bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut. Kedua 

hal tersebut dipilih karena hasil penelitian akan menjadi sumber 

refrensi bagi masyarakat Desa Rantau Tijang khususnya. 

 

D. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah “Wali>ma al-‘Urs Sebelum Akad 

Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Rantau Tijang, 

Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)”. Fokus Penelitian 

tersebut kemudian akan diurai menjadi beberapa sub fokus yang 

akan penulis teliti : 

1. Praktik  Wali>ma al-‘Urs sebelum akad nikah di Desa Rantau 

Tijang 

2. Pandangan hukum Islam terhadap  Wali>ma al-‘Urs sebelum 

akad nikah 

 

E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik Pelaksanaan Wali>ma al-‘Urs sebelum akad 

nikah di Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten 

Tanggamus? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap  Wali>ma al-‘Urs 

sebelum akad nikah di Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, 

Kabupaten Tanggamus ?  

 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses  Wali>ma al-‘Urs sebelum akad nikah 

di Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten 

Tanggamus 
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2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap  Wali>ma 

al-‘Urs sebelum akad nikah di Desa Rantau Tijang, Kecamatan 

Pugung, Kabupaten Tanggamus.  

 

G. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, bagi masyarakat pada umumnya penelitian ini 

diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai bagaimanaWali>ma al-‘Urs sebelum akad nikah di 

Desa Rantau Tijang mampu menjadikan atau membuat 

kepastian hukum bagi  masyarakat dalam kosentrasi hukum 

Islam yang diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan 

serta pemikiran ke Islamanan pada umumnya di kalangan 

masyarakat, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman mengenai konsep  al-U‟rf sesuai dengan  Syariat 

Islam yang berdasarkan Al-Qur‘an dan al-Hadits , selain itu 

juga di harapkan mampu menjadi barometer untuk penelitian 

selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung 

dan dilaksanakan guna untuk memperoleh hasil yang 

memuaskan dan maksimal bagi ke ilmuan Indonesia secara 

luas. 

b. Secara praktis, penelitian ini di maksudkan untuk memenuhi 

syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada UIN Raden 

Intan Lampung yang Insyaallah akan  bermanfaat secara luas 

untuk masyarakat. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu  

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan 

peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang 

sudah dilakukan orang lain dan relevean dengan tema dan topik 

penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan judul di atas, maka 

penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan, antara lain: 

1. Afifah Khoirunnisak, (Intitut Agama Islam Negeri Surakarta, 

2020), dengan skripsinya yang berjudul Pandangan Masyarakat 

Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau Dari 
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Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Dusun Kloron Desa Gadingan 

Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo). Kesimpulan 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Konsep perayaan pernikahan sebelum akad nikah di dusun 

Kloron desa Gadingan kecamatan Mojolaban kabupaten 

Sukoharjo adalah waktu  perayaan pernikahan sebelum akad 

nikah dilakukan sebelum akad nikah. Alasan dilakukannya 

perayaan pernikahan sebelum akad nikah adalah karena pada 

saat itu masa iddah belum selesai dan pihak keluarga sudah 

terlanjur mencari hari pernikahan dan keluarga sudah 

menyebar undangan. Diketahuinya masa iddah istri belum 

selesai pada saat pemeriksaan berkas di KUA dan petugas 

KUA tidak berani melakukan ijab kabul antar keduanya. 

Tata cara  perayaan pernikahan sebelum akad nikah adalah 

sama seperti perayaan pernikahan seperti umumnya. 

b. Pandangan masyarakat dusun Kloron desa Gadingan 

kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo tentang adanya 

perayaan pernikahan sebelum akad nikah adalah ada yang 

pro dengan Pelaksanaan perayaan pernikahan sebelum akad 

nikah tersebut dan ada yang kontra dengan perayaan 

pernikahan sebelum akad nikah tersebut. Alasan yang pro 

adalah pihak keluarga sudah mencari hari ijab kabul dan 

keluarga sudah menyebar undang, dengan alasan seperti itu 

maka keluarga menganggapnya sah sah saja dan tidak 

menjadi masalah. Alasan yang kontra adalah bahwasannya 

perayaan pernikahan sebelum akad nikah tersebut tidak 

sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam 

menjelaskan bahwasannya  perayaan pernikahan dilakukan 

setelah akad nikah atau bersamaan dengan akad nikah. 

c. Tinjauan Fikih Munakahat terhadap  perayaan pernikahan 

sebelum akad nikah di dusun Kloron desa Gadingan 

kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo adalah dalam 

Fiqh Munakahat perayaan pernikahan dilakukan setelah 

akad nikah sedangan perayaan pernikahan sebelum akad 

nikah yang dilakukan di dusun Kloron desa Gadingan 

kecamatan Gadingan kabupaten Sukoharjo. Maka dari itu 
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perayaan pernikahan dinilai kurang sesuai dengan Fiqh 

Munakahat.11
  

Pada penelitian ini yang diteliti Pandangan Masyarakat 

Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau Dari 

Fiqh Munakahat. Sedangkan pada penelitian saat ini, penulis 

berusaha mengungkap bagaimana  Wali>ma al-‘Urs sebelum 

akad nikah serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai hal 

tersebut. 

2. Saputri Neliyanti, (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), 

dengan skripsi berjudul Tradisi Wali>ma al-‘Urs Perspektif 

Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan 

Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur). Kesimpulan pada 

penelitian ini pertama, pembahasan skripsi yang telah dibahas 

pada bab-bab sebelumnya maka penelitian data memberikan 

kesimpulan bahwa Wali>ma al-‘Urs di Desa Tulung Aman 

merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan berkaitan dengan 

dilangsungkannya sebuah pernikahan. Meskipun tujuan 

awalnya dalam mengadakan Wali>ma al-‘Urs adalah baik, akan 

tetapi dampak yang diiakibatkan merugikan masyarakat. 

Padahal Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat bukan 

untuk kemudhartan. Kedua, Seyogyanya sebagai umat yang 

taat, menyelenggarakan Wali>ma al-‘Urs tidaklah memberatkan 

diri, apalagi menyelenggarakan Wali>ma   hanya sekedar pamer 

kekayaan atau mencari kehormatan. Islam melarang keras 

perilaku seperti ini merupakan perbuatan riya‟. Rasulullah 

SAW sendiri telah mencontohkan  Wali>ma  adakalnya 

menyembelih kambing dan adakalanya pula hanya menyughkan 

kurma kering, susu dan minyak samn.
12

 Pada penelitian ini yang 

dibahas ialah tentang Wali>ma al-‘Urs perspektif hukum Islam. 

Namun yang menjadi pembeda ialah pada penelitian yang akan 

                                                             
11 Afifah Khoirunnisak, ―Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan 

Sebelum Akad Nikah Ditinjau Dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Dusun Kloron 

Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)‖ (Skripsi, Surakarta, 

Intitut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020),  52. 
12 Saputri Neliyanti, ―Tradisi Walima al-‗Urs Perspektif Hukum Islam (Studi 

Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)‖ 

(Skripsi, Metro, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), 47. 
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penulis teliti akan membahas bagaimana tinjauan hukum Islam 

mengenai  Wali>ma al-‘Urs sebelum akad nikah. 

3. Eris Hanifah, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung 2019, dengan judul skripsi  Wali>ma al-‘Urs Sebelum 

Akad Nikah Dalam Tinjauan Fiqih Munakahat. Kesimpulan 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Latar belakang Wali>ma al-‘Urs sebelum akad nikah di 

kampung Lio Cibarusah Bekasi adalah keyakinan dari salah 

satu pihak yakni pihak laki-laki tentang hari baik dalam 

melaksanakan perkawinan. 

b. Tujuan Wali>ma al-‘Urs sebelum akad nikah di kampung Lio 

Cibarusah Bekasi adalah untuk menghargai usulan dari 

pihak laki-laki atas hari baik yang telah ditentukan. 

c. Tinjauan hukum Islam tentang Wali>ma al-‘Urs sebelum 

akad nikah berdasarkan tujuan dari dilaksanakannya Wali>ma 

al-‘Urs maka hal tersebut bertentangan dengan ajaran 

Hukum Islam. Kebiasaan semacam ini termasuk kedalam 

U‟rf fasid adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran 

agama Islam.
13

 

Perbedaan pada penelitian ini selain karena objek 

penelitian yang berbeda tentunya karena sebab diadakannya 

Wali>ma al-‘Urs. Pada penelitian ini  Wali>ma al-‘Urs sebelum 

akad nikah dikarenakan tradisi yang telah ada turun-temurun, 

dan tidak ada konsekuensi baik ataupun buruk terhadap  Wali-

>ma al-‘Urs sebelum akad nikah sebagaimana penelitian 

terdahulu.  

4. Abi Hasan dan Khairuddin, (Jurnal Istinbath, Jurnal Hukum 

dan Ekonomi Islam, 2021), dengan judul Pandangan U‟rf 

Terhadap Uang Pekhanjangan Dalam Perkawinan Melangkahi 

Kakak Kandung. Kesimpulan karya ilmiah ini ialah pemberian 

uang pekhanjangan merupakan pemberian dari pihak keluarga 

laki-laki (calon suami) kepada keluarga perempuan (calon istri), 

                                                             
13 Eris Hanifah, ―Pelaksanaan Walima al-‗Urs Sebelum Akad Nikah Dalam 

Tinjauan Fiqih Munakahat‖ (Skripsi, Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung, 2019),  75. 
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dikarenakan menikahi perempuan yang memiliki kakak 

kandung yang belum menikah. 65% Gunung Meriah 

mempraktikkan pemberian uang pekhanjangan dalam 

perkawinan melangkahi kakak kandung. Namun, sebagian kecil 

dari masyarakat tidak membayar pekhanjangan karena 

dibebaskan oleh pihak keluarga perempuan. Uang 

pekhanjangan yang diberikan memiliki ketentuan  batar 

minimal dan maksimalnya yaitu: tidak kurang dari dua gram 

emas dan tidak lebih dari lima gram emas atau setengah mahar. 

Tujuan pemberiannya untuk memberikan tanda rasa hormat 

kepada kakak perempuan istri karena lebih dahulu menikah.  

Pandangan U‟rf terhadap pembayaran pekhanjangan dalam 

perkawinan tidaklah bertentangan dengan hukum Islam jika 

pembayaran tersebut tidak memberatkan dari pihak keluarga 

laki-laki (calon suami), karena adat istiadat yang baik yang 

tidak bertentangan dengan al-Qur‘an dan sunnah bisa dijadikan 

sebagai sumber hukum. Namun, jika pekhanjangan yang terlalu 

tinggi, yang tidak mampu dibayar oleh keluarga laki-laki (calon 

suami), sehingga lamaran ditolak maka hal ini menjadi haram, 

karena menghalang-halangi untuk menunaikan perintah Allah.
14

 

Secara garis besar pembahasan pada penelitian ini hampir 

sama dengan masalah yang akan penulis teliti. Hal yang 

menajadi pembeda tentunya selain objek penelitian ialah alasan 

dilaksanakannya Wali>ma al-‘Urs sebeleum akad nikah. Pada 

penelitian ini  Wali>ma al-‘Urs sebelum akad nikah ialah untuk 

menghargai pendapat pihak mempelai pria tentang hari baik 

dilaksanakannya pernikahan, sedangkan pada penelitian yang 

akan penulis teliti alasan adat istiadat menjadi faktor utama  

Wali>ma al-‘Urs sebelum akad nikah.  Berdasarkan uraian di 

atas, maka  Wali>ma al-‘Urs sebelum akad nikah di Desa Rantau 

Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dirasa 

penulis memenuhi unsur kebaruan, sehingga penelitian ini bisa 

dipertanggungjawabkan. 

                                                             
14 Abi Hasan dan Khairuddin, ―Pandangan ‗Urf Terhadap Uang Pekhanjangan 

Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung,‖ Jurnal Istinbath: Jurnal Hukum 

dan Ekonomi Islam 20, no. No. 1 (2021), 186. 
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I. Metode Penelitian 

Metode  Penelitian adalah  suatu  kegiatan ilmiah  yang 

dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, 

pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya 

diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau 

isu tertentu.
15

 Dalam hal ini penulis memperoleh  data  dari  

penelitian  lapangan dan pustaka tentang Konsep Hukum yang 

sesuai dengan syariat Islam dengan objek penelitian di  Desa 

Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Alasan dalam mengkaji bagaimana 

pandangan hukum Islam tentang  Pelaksanaan Wali>ma 

al-‘Urs sebelum akad nikah, hal ini lah yang melatar 

belakangi peneliti ingin meneliti bagaimana kepastian 

pandangan hukum Islam menyikapai tentang  fenomena 

adat istiadat  tersebut. Dengan konsep hukum Islam ini 

untuk melahirkan perspektif dimana akan muncul suatu 

masalah yang terfokus pada bagaimana pandangan 

hukum Islam itu sendri.
16

 

Penelitian yang digunakan ini termasuk penelitian 

lapangan (field research) yang pada dasarnya merupakan 

metode untuk menemukan secara khusus dan realitas 

tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup konsep 

bagaimana pandangan hukum Islam tentang  tentang  

Pelaksanaan Wali>ma al-‘Urs sebelum akad nikah dan 

menuangkanya dalam proses atau gejala sosial. Dalam 

hal ini langsung mengamati masyarakat pada Desa 

Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten 

Tanggamus.  

                                                             
15 J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan 

Keunggulanya (Jakarta: Grasido, 2008),  2-3. 
16 Sugiono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi (Bandung: 

Alfabeta, 2014),  18. 
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b. Sifat Penelitian 

      Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisis 

secara bertahap  dan  berlapis  secara  deskriptif  analisis 

kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatau kelas pristiwa pada masa 

sekarang.
17

  

 

2. Sumber Data 

Sumber Data adalah obyek dari mana data diperoleh.
18

 

Fokus penelitian ini lebih ke pada persoalan bagaimana 

pandangan hukum Islam menyikapai fenomena Pelaksanaan 

Wali>ma al-‘Urs sebelum akad nikah yang menjadi 

permasalahan pada masa kini apakah hal ini sesuai dengan 

ketentuan dan syariat Islam. Oleh karena itu sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

     Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh 

responden atau obyek yang penulis teliti.
19

 Dalam hal ini 

data primer yang diperoleh dari peneliti bersumber dari 

yang terkait, yaitu pengantin dan wali nikah yang ada di 

Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten 

Tanggamus. 

b. Data Sekunder 

     Data sekunder adalah data yang lebuh dulu 

dikumpulkan dan dilaporkan oleh seseorang atau instansi 

yang terkait diluar dari penelitian  itu sendiri, walaupun 

yang dikumpulkan ini sesungguhnya adalah data yang 

asli. Data sekunder di peroleh dari buku-buku yang 

                                                             
17 Zuriah Nurul, Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2007),  47. 
18 Febriani Nufian S, Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu 

(Jakarta: Tim UB Press, 2018), 49. 
19 Ibid,  105. 
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mempunyai relevansi dengan permasalahan yang di kaji 

dalam permasalahan ini.
20

 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data adalah proses pengadaan 

data untuk keperluan penelitian.
21

 Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam usaha menghimpun data untuk 

penelitian ini, digunakan beberapa metode yaitu : 

a. Observasi 

      Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data 

dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan serta 

sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada 

objek penelitian.
22

 Penulis akan melakukan observasi 

selama bulan Mei 2020, karena pada bulan tersebut 

bertepatan dengan bulan syawal dan ada pelonggaran 

PPKM, sehingga besar kemungkinan akan banyak 

masyarakat yang melaksanakan Wali>ma al-‘Urs. 

b. Interview 

     Interview adalah metode pengumpulan data dengan 

cara tanya jawab kepada narasumber langsung yang di 

kerjakan dengan cara sistematik dan berlandaskan pada 

masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.
23

 Pada 

praktiknya penulis menyiapkan berbagai pertanyaan 

kemudian dikemas menjadi daftar pertanyaanyang 

diajukan secara langsung kepada para  Narasumber. 

Tekhnik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada 

laporan tentang diri sendiri atau self-report atau setidak- 

tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. 

 

 

                                                             
20 Ibid, 105. 
21 W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Grafindo, 2002),  155. 
22 Ibid,  134. 
23 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2012),  243. 
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c. Dokumentasi 

     Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal- hal 

atau variable berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, agenda dan sebagainya.
24

 

 

4. Narasumber  

   Narasumber adalah peranan informan dalam mengambil 

sebuah data yang akan digali dari seseorang tertentu yang 

dinilai mampu menguasai persoalan yang hendak diteliti, 

mempunyai keahlian dan wawasan cukup dalam persoalan 

tersebut. 

Informasi penelitian meliputi beberapa macam yaitu:
25

 

a. Informan kunci (informan key) merupakan mereka yang 

mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang 

diperlukan dalam penelitian. 

b. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung 

dalam interaksi sosial yang diteliti 

c. Informan uambahan merupakan mereka yang dapat 

memberikan Informasi walaupun tidak langsung terlibat 

dalam interaksi sosial yang diteliti. 

 

5. Populasi  

     Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan.
26

 Menurut Suharsimi, sebagai 

perkiraan apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik 

diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Jika subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-

                                                             
24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 

Reneka Cipta, 2013),  188. 
25 Suyanto Begong, Metedologi Penelitian Sosial bagi Alternatif Pendekatan 

(Surabaya: Airlangga Utama Pers, 2005), 172. 
26 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,  243. 
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25%.
27

 Penelitian ini meneliti objek penelitian pelaksanaan 

Wali>ma al-‘Urs sebelum akad nikah selama tenggat waktu 

tahun 2020-2022. Maka populasi dari penelitian ini adalah 

segala hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Wali>ma al-‘Urs 

sebelum akad nikah, yaitu terdapat 3 populasi yang terdiri dari 

kepala Desa yang berjumlah 1 orang, 1 orang tokoh adat, 1 

orang tokoh agama, 4 orang atau dua pasangan pengantin 

yang melaksanakan Wali>ma al-‘Urs sebelum akad nikah. 

Populasi yang dipilih merupakan representatif seluruh pihak 

yang terlibat dalam penelitian ini. 

 

6. Pengolahan Data 

  Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan 

data dilakukan dengan editing, yaitu pengecekan atau 

pengkoreksian data yang telah dihimpun, karena kemungkinan 

data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan 

meragukan.
28

 Pengecekan dan pengkoreksian ini juga 

bertujuan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul 

sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan 

masalah yang akan di bahas dengan judul  Wali>ma al-‘Urs 

sebelum akad nikah 

  Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum 

Islam tentang  Wali>ma al-‘Urs sebelum akad nikah yang akan 

di kaji dengan menggunakan metode kualitatif.  Maksudnya 

adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam atau Pandangan Hukum 

Islam menyikapi  Wali>ma al-‘Urs sebelum akad nikah ini 

apakah sesuai dengan koridor  syariat  Islam. Tujuanya dapat 

dilihat dari sudut perspektif hukum Islam itu sendiri yaitu agar 

nantinya penelitian ini mampu memberikan kontribusi 

keilmuan yang nyata dalam pemahaman penelitian tersebut. 

                                                             
27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Surabaya: Airlangga Utama Pers, 2005),  112. 
28 Susiadi AS, Metodologi penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015),  23. 
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J. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam pembuatan skripsi ini agar lebih jelas dan 

tertata dengan rapih maka disusun dalam berbagai bab dari bab 

satu hingga bab lima. 

Pada Bab I, dimana bab ini merupakan awal dari pembukaan 

pokok permasalahan yang akan dibahas. Dengan dituliskannya 

latar belakang, pembahasan dan perumusan masalah, manfaat, 

metode penulisan dari pembahasan ini sebagai pengantar untuk 

pembaca agar mengetahui hal apa yang akan dibahas dalam skripsi 

ini. 

Pada Bab II, disajikan data-data hasil penelitian yang 

dikumpulkan secara akurat, berupa gambaran umum tentang 

pengertian Wali>ma al-‘Urs, akad nikah, dan kaidah U‟rf. 

Pada Bab III, disajikan gambaran lokasi penelitian di Desa 

Rantau Tijang,  Wali>ma al-‘Urs sebelum akad, menelaah secara 

dalam dari sisi sejarah, proses, hingga pendapat para pihak yang 

dijadikan sempel 

Pada Bab IV, berisi analisa tentang  Wali>ma al-‘Urs menurut 

perspektif hukum Islam. 

Pada Bab V, merupakan kesimpulan dari  Wali>ma al-‘Urs 

sebelum akad, serta saran dari penulis tentang hasil penelitian yang 

telah dilakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

18 

 



19 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Perkawinan 

Menurut etimologi, pernikahan berasal dari kata al-wath‟u 

yang artinya hubungan badan. Kemudian dalam literatur fikih, 

pernikahan disebut dalam dua kata yaitu nikāhu dan zāwaj yang 

memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, dan 

bersenggama atau bersetubuh.
29

 Pengertian nikah juga berasal 

dari kata al-jam‟u yang berarti menghimpun atau 

mengumpulkan.
30

 Kemudian menurut syara‘ arti nikah yaitu akad 

yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat-

syarat untuk berkumpul. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, asal kata dari kawin 

adalah ―kawin‖ yang menurut bahasa adalah membentuk 

keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin.
31

 

Kata nikah sendiri sering diperunakan untuk arti yang 

sebenarnya, dan berarti akad dalam majazi.
32

 Pengertian 

pernikahan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, 

pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa (syariat Islam). 

Kemudian pengertian pernikahan menurut pendapat para 

ulama antara lain:
33

 

a. Ulama Hanafi mengartikan pernikahan sebagai akad yang 

membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat 

                                                             
29  Khoriudin Nasution , Hukum perkawinan 1 (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 

2005),  217. 
30 Ghozali Abdul Rahman, Fiqh Munakahat. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 

2003),  76. 
31 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka Jakarta, 2010),  639. 
32 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga, 5 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.t.),  3. 
33 Tihami Shohari, Fiqh Munakahat,  42. 
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memiliki dan menggunakan perempuan terhadap seluruh 

angota badannya untuk mendapatkan sebuah kenikmatan. 

b. Ulama Syafi‘i menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu 

akad dengan menggunakan lafal yang mengandung 

kekuasaan untuk wath´i (bersetubuh) dan memiliki arti 

pernikahan menyebabkan pasangan mendapatkan 

kesenangan atau kepuasan. 

c. Ulama Maliki berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu 

akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan 

kepuasaan tanpa adanya harga yang harus dibayar.   

d. Ulama Hanbali berpendapat bahwa pernikahan merupakan 

akad dengan menggunakan lafal annīkaha atau tanwij yang 

memiliki arti pernikahan membuat laki-laki dan perempuan 

mendapatkan kepuasan satu sama lain.   

e. Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya al-Ahwal al-

Syakhsiyyah, menjadikan bahwa nikah adalah akad yang 

menimbulkan akibat pasangan laki-laki dan wanita menjadi 

halal dalam melakukan hubungan suami istri, dan adanya 

hak serta kewajiban di antara keduanya. 

f. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat 

kuat atau mitssa>qan ghali>dzan untuk mentaati perintah Allah 

SWT yang melaksanakannya merupakan ibadah. 

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah.
34

 Oleh karena itu 

pengertian pernikahan dalam ajaran Islam mempunyai nilai 

ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat 

untuk menaati perintah Allah, dan ketika melaksanakannya 

merupakan ibadah. Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil 

yang dibentuk atas dasar ikatan pernikahan, dengan unsur-unsur 

yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya. Sedangkan sifat-

sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta 

dan kasih sayang, ikatan pernikahan, pemilikan harta benda 

                                                             
34 Ibid., 43. 
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bersama maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota 

keluarganya. Jadi, pengertian pernikahan merupakan suatu 

perikatan (ikatan) dan akad yang dimaksudkan untuk 

menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan 

berkumpul yang awalnya haram dengan tujuan mewujudkan 

kebahagiaan dan kasih sayang  hidup bersama (rumah tangga) 

yang diridhoi Allah SWT.
35

  

 

B. Dasar Hukum, Prinsip, Rukun, dan Syarat Perkawinan 

1. Dasar Hukum Perkawinan 

a. Menurut Al-Qur‘an 

Dalil Al-Qur‘an yang membahasan tentang perkawinan 

adalah sebagai berikut: 

                     

                       

                   (Q.S. An-Nisa 

[4]:3). 

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana 

kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita 

(lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. 

kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku 

adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau 

budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah 

lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Q.S. An-Nisa 

[4]:3). 

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan 

Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati 

seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara 

                                                             
35 Azzam A. W., Fiqh Ibadah (Jakarta: Amzah, 2015),  12-14. 
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khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari 

dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara 

sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari 

proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai 

kehendak-Nya. 

ِّسَاۤءِ  نَ امً وَاِنْ خِفْتُُْ اَلَّا ثلُْسِعُوْا فِِ اميَْخٰمٰى فاَىْكِحُوْا مَا ظَابَ مَكُُْ مِّ

مَثنْٰٰ وَزوُٰرَ وَرُبعَٰ ۚ فاَِنْ خِفْتُُْ اَلَّا ثعَْدِموُْا فوََاحِدَةً اَوْ مَا مَوكََتْ 

 ٤اَيمَْاىُكُُْ ۗ ذٰلَِِ اَدْنٰٰٓ اَلَّا ثعَُوْموُْاۗ 

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 

menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu 

senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu 

khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) 

seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu 

miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat 

zalim.” (Q.S. An-Nisa‘ [4]: 3). 

ۗ اِنْ ياكُوْهوُْا  كُُْ
ِٕ
وِحِيَْْ مِنْ عِبَادِكُُْ وَاِمَاۤى واَىْكِحُوا الََّْيََمٰى مٌِْكُُْ وَامصّٰ

ُ وَاسِعٌ عوَِيٌْْ  ُ مِنْ فضَْلِِۗ وَالّلّٰ مُ الّلّٰ  ٤٣فلَُرَاۤءَ يغُْنِِِ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang 

di antara kamu dan juga orang-orang yang layak 

(menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki 

maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-

Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha 

Mengetahui.‖ (Q.S. An-Nur [24]: 32) 

 َٓ ِّدسَْكٌُوُْٓا اِهيََْْا وَجَعَلَ  وَمِنْ اٰيخِٰ نْ اَهفُْسِكُُْ اَزْوَاجًا م اَنْ خَوقََ مكَُُْ مِّ

اخَفَكارُوْنَ  لَوْمٍ ي ِّ ةً اِۗنا فِِْ ذٰلَِِ لََّيٰتٍٰ م رَحَْْ ةً وا وَدا  ٣٢بيٌَْكَُُْ ما

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah 

bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu 

dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram 
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kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan 

kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) 

bagi kaum yang berpikir.‖ (Q.S. Ar-Rum [30]: 21) 

b. Menurut UU No 1 Tahun 1974 

Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa 

perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga.
36

 

 

2. Prinsip Perkawinan 

Berdasarkan Syariat Islam dan tuntunan cara 

pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat 

digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, 

haram, makruh dan mubah. Pernikahan yang merupakan 

sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada 

tingkat maslahatnya. Berdasarkan ijmak para ulama‘ sepakat 

bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak 

memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat 

mengurangi jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang 

akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya 

sabagai penzina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.  

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah.
37

 Oleh 

karena itu pengertian pernikahan dalam ajaran Islam 

mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan adalah 

akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan 

ketika melaksanakannya merupakan ibadah. Keluarga 

merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar 

ikatan pernikahan, dengan unsur-unsur yang terdiri dari 

suami, istri, dan anak-anaknya. Sedangkan sifat-sifat 

keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta 

                                                             
36

 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
37 Ibid., 43. 
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dan kasih sayang, ikatan pernikahan, pemilikan harta benda 

bersama maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota 

keluarganya. Jadi, pengertian pernikahan merupakan suatu 

perikatan (ikatan) dan akad yang dimaksudkan untuk 

menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan 

berkumpul yang awalnya haram dengan tujuan mewujudkan 

kebahagiaan dan kasih sayang  hidup bersama (rumah 

tangga) yang diridhoi Allah SWT.
38

Hukum pernikahan 

tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan 

seseorang untuk menikah yaitu sebagai berikut: 

a. Wajib 

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika 

seseorang memiliki kemampuan untuk membangun 

rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan 

dirinya dari hal-hal yang dapat menjuruskannya pada 

perbuatan zina. Orang tersebut wajib hukumnya untuk 

melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan jika 

tidak menikah ia bisa melakukan perbuatan zina yang 

dilarang dalam Islam.
39

 

b. Sunnah 

Berdasarkan pendapat para ulamak, pernikahan 

hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan 

untuk menikah atau membangun rumah tangga dengan 

penuh kesiapan akan tetapi dia dapat menahan dirinya 

dari sesuatu yang mampu menjerumuskannya dalam 

perbuatan zina. Hukum sunnah untuk menikah jika 

seseorang tidak dikhawatirkan untuk melakukan 

perbuatan zina. Akan tetapi, Islam selalu menganjurkan 

umatnya unruk menikah jika sudah memiliki kemampuan 

dalam melakukan pernikahan dan menikah merupakan 

bentuk dari ibadah.
40

  

                                                             
38 Azzam A. W., Fiqh Ibadah (Jakarta: Amzah, 2015),  12-14. 
39 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008),  

149. 
40 Ibid., 150. 
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c. Haram 

Pernikahan hukumnya menjadi haram jika 

dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan 

dan tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan 

rumah tangga dan jika menikah dikhawatirkan akan 

menelantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan 

tujuan untuk menganiaya atau menyakiti seseorang, 

bertujuan untuk meghalangi seseorang agar tidak 

menikah dengan orang lain akan tetapi dia kemudian 

menelantarkan istrinya tersebut, juga haram hukumnya 

dalam Islam.
41

 

d. Makruh 

Pernikahan hukumnya makruh jika dilaksanakan 

oleh orang yang memiliki cukup kemampuan dan 

tanggung jawab untuk berumah tangga serta dia dapat 

menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak 

menikah dia tidak akan terpengaruh dalam perbuatan 

zina. Hukumnya makruh jika dia hanya memiliki 

keinginan untuk menikah namun tidak memiliki niat dan 

tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami 

terhadap istri maupun sebaliknya.
42

 

e. Mubah 

Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh 

dilaksanakan jika seseorang memiliki kemampuan untuk 

menikah dan dia dapat terpengaruh dalam perbuatan zina 

jika tidak melaksanakan pernikahan. Pernikahan bersifat 

mubah jika dia menikah hanya untuk memenuhi nafsu 

atau syahwat dalam dirinya saja dan bukan dengan tujuan 

untuk membina rumah tangga sesuai dengan Syariat 

Islam, namun dia memiliki kemampuan untuk berumah 

tangga dan tidak akan menelantarkan istrinya.
43

 

 

                                                             
41 Ibid., 153. 
42 Tihami Shohari, Fiqh Munakahat,  58. 
43 Tihami Shohari,  60. 
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3.  Syarat dan Rukun Perkawinan 

a. Syarat 

Syarat pernikahan menjadi hal yang harus ada 

dalam menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah 

maupun pekerjaan, tetapi hal tersebut tidak ada dalam 

rangkaian ibadah maupun pekerjaan. Adapun syarat 

sah dalam pernikahan yaitu:
44

 

1) Calon suami 

Seorang calon suami yang akan menikah 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa 

(atas kemauan sendiri), jelas orangnya, tidak 

sedang ihram Haji. 

2) Calon istri 

Calon istri yang akan menikah juga harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: tidak 

bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa 

iddah, merdeka (atas kemauan sendiri), jelas 

orangnya, tidak sedang ihram haji. 

3) Wali 

Seorang wali dalam sebuah pernikahan yaitu 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, 

tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram haji. 

4) Ijab kabul 

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh 

wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang 

diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya 

disaksikan oleh dua orang saksi. 
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5) Mahar 

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai 

pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam 

bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. Fuqaha‟ sependapat bahwa 

mahar atau maskawin itu termasuk syarat sahnya 

nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk 

meniadakannya. Sebagaimana firman Allah 

dalam QS. An-Nisa‘ ayat 4: 

 ِّ َُ وَاٰثوُا امً ٌْ ءٍ مِّ ۗ  فاَِنْ ظِبَْْ مكَُُْ عَنْ شََْ لًََ سَاۤءَ صَدُكٰتِِِنا نِِْ

ريِـْۤٔاً  ـٔاً ما يِيْۤ َُ  ٍُ  ٥هفَْسًا فكَُُُوْ

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. 

Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada 

kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang 

hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu 

dengan senang hati.” (Q.S. An-Nisa‘ [4]: 4) 

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa 

calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon 

mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya 

disepakati oleh kedua belah pihak yaitu untuk memperoleh 

kebahagiaan dan kesehjateraan lahir batin menuju 

kebahagiaan dan kesehjateraan akhirat. Pernikahan bertujuan 

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah warrahmah.
45

 Oleh karena itu pengertian 

pernikahan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, 

sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat 

untuk menaati perintah Allah, dan ketika melaksanakannya 

merupakan ibadah. Keluarga merupakan kesatuan sosial 

terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan pernikahan, dengan 

unsur-unsur yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya. 
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Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial 

meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan pernikahan, 

pemilikan harta benda bersama maupun tempat tinggal bagi 

seluruh anggota keluarganya. Jadi, pengertian pernikahan 

merupakan suatu perikatan (ikatan) dan akad yang 

dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki 

dengan perempuan berkumpul yang awalnya haram dengan 

tujuan mewujudkan kebahagiaan dan kasih sayang  hidup 

bersama (rumah tangga) yang diridhoi Allah SWT.
46

  

 

b. Rukun 

1) Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk 

menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), 

namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan 

tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, 

yaitu:
47

 

2) Calon istri, dalam hal ini tersebut boleh dinikahi dan 

sah secara syar´i karena tidak ada penyebab tertentu 

yang menjadikan pernikahan diralarang. 

3) Calon suami,  syarat untuk calon suami yaitu bukan 

saudara atau mahram istri, tidak terpaksa dalam 

pernikahaannya, orangnya jelas dan tidak sedang ihram 

haji. 

4) Wali, wali adalah ayah dari mempelai wanita. Terkait 

ayah bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi 

dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab´ad (jauh). 

Karena pernikahan tidak sah tanpa ada izin dari 

walinya. 

5) Dua orang saksi yang adil, golongan Syafi´i 

mengatakan apabila pernikahan disaksikan oleh dua 

orang yang belum diketahui adil tidaknya,  maka 

hukum tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi di 

                                                             
46 Azzam A. W., Fiqh Ibadah (Jakarta: Amzah, 2015),  12-14. 
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berbagai daerah terpencil maupun di kota, bagaimana 

dapat diketahui orang adil tidaknya jika diharuskan 

untuk mengetahui terlebih dahulu tentang adil tidaknya, 

hal ini akan menyusahkan. Oleh karena itu adil dapat 

dilihat dari segi lahiriahnya saja pada saat itu sehingga 

ia tidak terlihat fasik. Apabila dalam suatu hari saksi 

tersebut terlihat kefasikannya maka pernikahan yang 

telah terjadi tetap dianggap sah. Menurut Jumhur 

Ulama‘ pernikahan yang tidak dihadiri oleh para saksi, 

namun diumumkan kepada orang ramai dengan cara 

lain, pernikahannya tetap tidak sah. Karena saksi 

merupakan syarat sahnya pernikahan. 

6) Shi>ghat, meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara 

wali atau perwakilannya dengan mempelai pria. 

 

4. Tujuan Perkawinan 

Tujuan pernikahan menurut adalah untuk memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang 

sakinah, mawaddah, warrahmah. Sehingga membentuk 

keluarga yang baik dalam menggunakan hak dan kewajiban, 

terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan 

terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga 

menimbulkan kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota 

keluarga. Maka dari itu kewajiban nikah merupakan hal 

yang sangat dianjurkan dalam Islam.
48

  

Tujuan dari pernikahan dalam Q.S. ar-Ruum: 30, 

Allah telah berfirman: 

اتِِْ فعََرَ اميااسَ عوَيَْْاَۗ لََّ ثبَْدِيْلَ  ِ ام ٌِيْفًاۗ فِعْرَتَ الّلّٰ يْنِ حَ مَ نِلِّ فاََكِمْ وَجَْْ

ُۙ وَمٰكِنا انَْثَََ اميااسِ لََّ يعَْومَُوْنَُۙ  ُ يْنُ املْيَِّْ ِ ۗذٰلَِِ الِّ  ٤٣مِخَوْقِ الّلّٰ

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada 

agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah 

menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada 
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perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang 

lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S. 

Ar-Rum [30]: 30) 

Maksud fitrah Allah pada ayat ini adalah ciptaan Allah 

Swt. Manusia diciptakan Allah Swt. dengan naluri 

beragama, yaitu agama tauhid. Jadi, manusia yang berpaling 

dari agama tauhid telah menyimpang dari fitrahnya. 

Adapun tujuan dari suatu pernikahan menurut Syariat 

Islam adalah:
49

 

a. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia 

Islam sangat menganjurkan bagi mereka yang telah 

mampu untuk menikah, karena nikah merupakan fitrah 

kemanusiaan serta naluri kemanusiaan. Jika naluri 

tersebut tidak tidak dipenuhi melalui jalan yang benar 

yaitu melalui pernikahan atau perkawinan, maka bisa 

menjerumuskan seseorang ke jalan syaitan yaitu mereka 

dapat berbuat hal-hal yang diharaman Allah seperti 

berzina, kumpul kebo, dan lain sebagainya. 

b. Sebagai Benteng Yang Kokoh Bagi Akhlak Manusia 

Dalam sebuah Hadits shahih yang telah 

diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, 

Nasa‘i, Darimi, Ibnu Jarud, dan Baihaqi, Rasulullah 

SAW pernah bersabda: 

أٔيها امش باب! من بيٌكُ كادر على امزواج ، لذا حزوج ، لٔن امزواج أنٔثَ عرضة  

وعرض ، وأنٔثَ تحصيياً ) امعاهة (. ومن لم يس خعع ، فسوف يصوم ) شوم ( ، لٔن ن

 ..امشوم يمكن أٔن يحصن هفسَ

“Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian 

berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena 

nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih 

membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang 
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tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), 

karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”50 

Dari Hadits  di atas bisa disimpulkan bahwa 

pernikahan merupakan hal yang disyariatkan dalam 

Islam, dimana dengan menikah akan dapat 

menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan kotor 

yang dapat menurunkan atau merendahkan 

martabatnya. Ini berarti bahwa pernikahan merupakan 

benteng yang kokoh bagi martabat seseorang. Syarat 

pernikahan dalam Islam adalah suatu jalan untuk 

membentuk sebuah keluarga yang merupakan cara 

paling efektif dalam upaya mencegah kerusakan 

pribadi, serta menghindari kekacauan dalam 

masyarakat.   

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah.
51

  

Oleh karena itu pengertian pernikahan dalam 

ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa 

pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati 

perintah Allah, dan ketika melaksanakannya merupakan 

ibadah. Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil 

yang dibentuk atas dasar ikatan pernikahan, dengan 

unsur-unsur yang terdiri dari suami, istri, dan anak-

anaknya. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu 

kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, 

ikatan pernikahan, pemilikan harta benda bersama 

maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota 

keluarganya. Jadi, pengertian pernikahan merupakan 

suatu perikatan (ikatan) dan akad yang dimaksudkan 

untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan 

perempuan berkumpul yang awalnya haram dengan 

tujuan mewujudkan kebahagiaan dan kasih sayang  

                                                             
50 Sahih Bukhari, Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin 

Bardazabah al-Bukhari al-Ja‟fi, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1981 M), 117.. 
51 Ibid., 43. 
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hidup bersama (rumah tangga) yang diridhoi Allah 

SWT.
52

  

c. Menegakkan Rumah Tangga Islami 

Tujuan suci dari suatu pernikahan adalah agar 

syariat islam dalam kehidupan rumah tangga selalu 

ditegakkan oleh pasangan suami istri. Untuk itu, 

sangatlah penting bagi kita untuk memilih calon yang 

tepat sebelum menikah, agar nantinya bisa terbina 

keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
53

 Islam juga 

membenarkan tentang adanya talak (perceraian) apabila 

suami dan istri tidak lagi bisa menegakkan syariat-

syariat islam dalam rumah tangganya. Namun, Islam 

juga membenarkan adanya rujuk (kembali menikah) 

apabila keduanya sanggup untuk kembali melaksanakan 

syariat-syariat Islam dalam rumah tangganya. 

d. Meningkatkan Ibadah Kepada Allah 

Rumah tangga merupakan salah satu wadah untuk 

beribadah serta beramal sholeh disamping kegiatan 

ibadah dan amal sholeh lainnya, dimana menurut 

konsep ajaran Islam, hidup adalah untuk mengabdi dan 

beribadah hanya kepada Allah semata. 

e. Memperoleh Keturunan 

Menurut ajaran Islam tujuan dilaksanakannya suatu 

pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang 

sholeh dan sholehah agar dapat terbentuk generasi yang 

berkualitas. Agar syariat Islam dapat dapat ditegakkan 

dalam suatu rumah tangga, maka diperlukan pasangan-

pasangan yang ideal. 
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C. Wali>ma al-‘Urs 

1. Pengertian Wali>ma al-‘Urs 

Wali>ma al-‘Urs berasal dari kata Arab artinya makanan 

pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan 

khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan 

sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.
54

 Wali-

>ma al-‘Urs secara terminologi adalah suatu pesta yang 

mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah 

menikah.
55

 Menurut Imam Syafi‘i bahwa walimah diambil 

dari kata walmun yang berarti sebuah perkumpulan, 

dikarenakan berkumpulnya antara dua mempelai.
56

 Wali>ma 

al-‘Urs adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa 

syukur atas pernikahannya, dengan mengundang sanak 

saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan 

menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka 

dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. 

Hal ini juga dapat berfungsi untuk lebih memper erat 

persatuan dan kekeluargaan diantara mereka.
57

 Menurut Imam 

Muhammad bin Ismail ash-Shan‘ani, Wali>ma al-‘Urs adalah 

sebagai tanda pengumuman (majelis) untuk pernikahan yang 

menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status 

kepemilikan. Menurut Sayyid Sabiq, Wali>ma al-‘Urs adalah 

hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus 

bahasa Arab makna Wali>ma al-‘Urs adalah makanan acara 

pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan 

yang lainnya. Ulama 4 Madzhab sepakat bahwa pernikahan 

baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup 

ijab dan qobul antara wali dari pihak wanita yang dilamar 

dengan lelaki yang melamarnya atau antara pihak,dan 

                                                             
54 Tihami Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2014),  131. 
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dianggap tidak sah bila hanya berlandaskan suka sama suka 

tanpa adanya akad.
58

 

Madzhab Hanafi berpendapat akad nikah boleh dilakukan 

dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah 

meski dengan lafal kepemilikan, penyerahan, penjualan, 

pemberian, pembolehan, penghalalan, sepanjang akad tersebut 

disertai dengan qorinah yang menunjukkan arti nikah. Maliki 

dan Hambali berpendapat akad nikah dianggap sah jika 

menggunakan lafal an-nikah dan az-zawwaj serta lafal-lafal 

bentukannya. Sedangkan madzhab Syafi‘i berpendapat bahwa 

redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal at-

tazwij  dan an-nikah saja selain itu tidak sah. 

Menurut Imam Syafi‘i, terminologi walimah diambil dari 

kata walmun yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan 

kumpulnya antara kedua mempelai. Juga dikatakan bahwa 

walimah merupakan makanan yang disediakan ketika acara 

pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk 

para undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari 

bepergian jauh dan lainnya. Menurut Syafi‘iyyah menekankan 

bahwa hukum walimah adalah sunnah muakkadah. 

Hanafiyyah berpendapat walimah itu adalah sunnah. Lebih 

jauh, Hanafiyyah memandang, ketika seorang lelaki 

meminang wanita, hendak lah ia mengundang kerabat 

kerabatnya, tetangganya, teman temannya, dan menyediakan 

makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi 

mereka. Malikiyyah memandang bahwa hukumnya adalah 

Mandub, sedangkan madzhab Hanabillah memandang bahwa 

hukumnya adalah Sunnah. Dari beberapa pengertian di atas, 

bisa dipahami bahwa Wali>ma al-‘Urs adalah perayaan 

pernikahan yang menghidangkan makanan dan minuman serta 

mengundang sanak saudara ataupun kerabat dekat sebagai 

bentuk rasa syukur kepada Allah dan berbagi kebahagian 

kepada orang lain. 
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2. Dasar Hukum Wali>ma al-‘Urs 

Hukum walimatul urs untuk pengantin adalah sunnah, 

ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan, 

sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib hal 

tersebut berlandaskan kepada adanya perintah dari Rasulullah 

dan kita mempunyai kewajiban untuk mendatangi undangan 

walimah tersebut.
59

 

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu 

hukumnya sunnah mu‘akad hal ini berdasarkan Hadits  

Rasulullah saw:
60

 

لم يمسم راسم الله أٔبداً وميا مزوجاثَ ، مثل أٔهَ احذجز “ من أٔوس ، ُو مدافع 

امخاريخ امِادي نوبخاري والمسلم (” ) وهيمَ مزيياب ، واحذجز له وميا مع عنزة.   

―Dari Anas, ia bekata “Rasulullah Saw Belum pernah 

mengadakan Walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau 

mengadakan Walimah untuk  Zainab, beliau mengadakan 

Walimah untuknya dengan seekor kambing.‖ (Hadits  Riwayat 

Bukhari dan Muslim)
61

 

Beberapa hadits tersebut di atas menunjukan bahwa 

walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai 

kemampuan. Hal itu ditunjukan oleh Nabi saw bahwa 

perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau 

melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata 

disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.
62

 

Menurut Imam Syafi‘i bahwa walimah diambil dari kata 

walmun yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan 

berkumpulnya antara dua mempelai.
63

 Wali>ma al-‘Urs adalah 

perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas 

pernikahannya, dengan mengundang sanak saudara beserta 
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masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian 

pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga 

kelestarian keluarga yang dibinanya. Hal ini juga dapat 

berfungsi untuk lebih memper erat persatuan dan 

kekeluargaan diantara mereka.
64

 Menurut Imam Muhammad 

bin Ismail ash-Shan‘ani, Wali>ma al-‘Urs adalah sebagai tanda 

pengumuman (majelis) untuk pernikahan yang menghalalkan 

hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan. 

Menurut Sayyid Sabiq, Wali>ma al-‘Urs adalah hidangan 

khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa 

Arab makna Wali>ma al-‘Urs adalah makanan acara 

pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan 

yang lainnya. Ulama 4 Madzhab sepakat bahwa pernikahan 

baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup 

ijab dan qobul antara wali dari pihak wanita yang dilamar 

dengan lelaki yang melamarnya atau antara pihak,dan 

dianggap tidak sah bila hanya berlandaskan suka sama suka 

tanpa adanya akad.
65

 

 

3.  Waktu PelaksanaanWali>ma al-‘Urs 

Waktu  Wali>ma al-‘Urs tidak ditetapkan kapan. Hal itu 

tergantung pada keadaan saja biasanya sesudah berlangsung 

akad nikah, dan terjadi bergaulnya suami istri. Waktu  

walimah ketika berlangsungnya akad nikah atau berselang 

sesaat setelah itu, dibolehkan juga setelah serumah, atau 

disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di daerahnya. 

Waktu  Wali>ma al-‘Urs, yaitu dimulai setelah prosesi akad 

nikah hingga waktu dimana suami istri sesudah melakukan 

dukhul. Hanya saja yang paling utama acara walimah al‘urs 

diselenggarakan setelah suami istri melakukan dukhul. 

Menurut Imam Syafi‘i bahwa walimah diambil dari kata 

walmun yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan 
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berkumpulnya antara dua mempelai.
66

 Wali>ma al-‘Urs adalah 

perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas 

pernikahannya, dengan mengundang sanak saudara beserta 

masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian 

pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga 

kelestarian keluarga yang dibinanya. Hal ini juga dapat 

berfungsi untuk lebih memper erat persatuan dan 

kekeluargaan diantara mereka.
67

 Menurut Imam Muhammad 

bin Ismail ash-Shan‘ani, Wali>ma al-‘Urs adalah sebagai tanda 

pengumuman (majelis) untuk pernikahan yang menghalalkan 

hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan. 

Menurut Sayyid Sabiq, Wali>ma al-‘Urs adalah hidangan 

khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa 

Arab makna Wali>ma al-‘Urs adalah makanan acara 

pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan 

yang lainnya. Ulama 4 Madzhab sepakat bahwa pernikahan 

baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup 

ijab dan qobul antara wali dari pihak wanita yang dilamar 

dengan lelaki yang melamarnya atau antara pihak,dan 

dianggap tidak sah bila hanya berlandaskan suka sama suka 

tanpa adanya akad.
68

 

Para imam madzhab dalam hal ini berbeda pendapat, 

artinya setelah kedua pengantin berhubungan intim atau 

sebelumnya, Malikiyyah dan Hanafiyyah memandang bahwa 

waktu diadakannya Wali>ma al-‘Urs adalah sebelum dan 

sesudahnya, sebagian Malikiyyah menganjurkan untuk 

diadakan sebelum berhubungan, dengan tujuan untuk 

mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan 

kedua mempelai, Maliki memandang agar dilaksanakan 

setelahnya.
69

 Adapun Hanabilah, memandang waktu walimah 

itu sangat panjang, tidak ada ketetapan dan tidak ada larangan 
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sesuai dengan adat yang berjalan dan tidak bertentangan 

dengan ajaran Islam. Dalam syariat Islam, walimah itu hanya 

berjalan dua hari sedangkan hari yang ketiga adalah makruh. 

Dalam kaitannya dengan waktu penyelenggaraan walimah, 

Syafi‘iyyah memandang bahwa waktunya sangatlah panjang, 

bisa diadakan ketika akad pernikahan dilaksanakan dan juga 

setelah kedua mempelai melakukan hubungan intim. Namun, 

beliau berpendapat bahwa lebih utama apabila dilaksanakan 

ba‟da dukhul. Hal ini berdasarkan Hadits  yang diriwayatkan 

oleh Bukhori dan Muslim yang artinya bahwa Nabi Saw tidak 

mengadakan kegiatan Wali>ma al-‘Urs atas istri-istrinya 

kecuali setelah melakukan hubungan badan. 

Dari beberapa perbedaan pendapat di atas, bisa 

disimpulkan bahwa perayaan pesta perkawinan/ Wali>ma al-

‘Urs dilaksanakan setelah adanya akad nikah. Cara nya pun 

berbeda-beda yang penting harus sesuai dengan ajaran Islam 

dan tidak untuk berniat sombong. 

 

4. Hukum Menghadiri Wali>ma al-‘Urs 

Ada beberapa pendapat mengenai hukum menghadiri 

Wali>ma al-‘Urs. Untuk menunjukah perhatian, memeriahkan, 

dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang 

yang diundang walimah wajib mendatanginya. Adapun 

wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila :   

a. Tidak ada udzur Syar‟i. 

b. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan 

munkar. 

c. Tidak membedakan kaya dan miskin.: 

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi, apabila 

memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Pengundangnya mukallaf, merdeka, dan berakal sehat 

b. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya 

saja, sedangkan orang miskin tidak. 
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c. Undangannya tidak ditujukan kepada orang yang disenangi 

dan dihormati saja 

d. Belum didahului oleh undangan lain, kalau ada undangan, 

maka yang pertama harus didahulukan. 

e. Tidak diselenggarakan kemungkaran dan hal-hal lain yang 

menghalangi kehadirannya. 

f. Yang diundang tidak ada udzur syar‟i. 

Adapun yang lebih mendekati kebenaran adalah 

menghadiri undangan pesta pernikahan hukumnya adalah 

wajib seperti yang menjadi madzhab dan mayoritas ulama. 

Memenuhi undangan walimatul „ursy hukumnya wajib bagi 

yang diundang. Sebab, memenuhi undangan menunjukkan 

sikap perhatian dan menyenangkan bagi pihak yang 

mengundang. Dari beberapa pendapat di atas, sudah cukup 

jelas bahwasannya Rosululloh menganjurkan bagi kita apabila 

diundang ke pesta perkawinan maka siapa saja yang diundang 

kaya ataupun miskin mereka berhak untuk memenuhi 

undangan sekalipun orang tersebut sedang berpuasa. 

 

5. Kaidah Ushul Fiqh Wali>ma al-‘Urs  

Islam disini tidaklah keras terhadap beberapa persoalan 

yang ada dalam masalah sekarang ini, yang sekian lama akan 

terus mengalami pergeseran dan tingkah laku perbuatan 

manusia. Namun harus tetap mengedepankan patokan-patokan 

hukum dasar dalam Islam. Dalam hal itu, Allah Swt memberi 

lima alternatif bagi perbuatan manusia yaitu wajib, sunnah, 

mubah, makruh, haram. Namun tidak semua keharusan 

tersebut dapat dilakukan manusia, mengingat potensi atau 

kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Dalam 

kondisi semacam ini, Allah Swt memberikan hukum rukhshah 

yakni keringanan-keringanan tertentu dalam keadaan tertentu 
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pula. Sehingga dapat dikatakan untuk melakukan  ‗azimah 

seimbang dengan kebolehan rukhshah.
70

 

Sebagaimana firman Allah Swt Q.S.An-Nisa‘ : 28 

وسَْانُ ضَعِيْفًا  ۚ  وَخُوِقَ الَِّْ فِّفَ عَيْكُُْ َ ُ اَنْ يُّخ  ٣٢يُريِدُْ الّلّٰ

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan 

manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah.” (Q.S. An-Nisa‘ 

[4]: 28). 

Menurut asy-Syatibhi, kesulitan tersebut dihilangkan bagi 

orang mukallaf karena dua sebab. Pertama, karena khawatir 

akan putusnya ibadah, benci terhadap ibadah, serta benci 

terhadap taklif, dan khawatir akan terjadinya kerusakan bagi 

mukallaf, baik jasad, akal, harta maupun kedudukannya, 

karena pada akhirnya taklif itu untuk kemashlahatan umat. 

Kedua, karena takut akan terkurangi kegiatan-kegiatan sosial 

yang berhubungan dengan kegiatan manusia, baik terhadap 

anak maupun keluarga dan masyarakat sekitar, karena 

hubungan dengan hak-hak orang lain  itu juga termasuk 

ibadah pula. 

Sebagaimana pendapat Wahbah Zuhaili, tujuan pokok 

terciptanya kaidah di atas adalah untuk membuktikan adanya 

prinsip tasamuh dan keadilan dalam Islam agar Islam itu 

terkesan tidak menyulitkan. Karena itu setiap kesulitan akan 

mendatangkan kemudahan, dan kewajiban melakukan 

tasamuh jika dalam kondisi yang menyulitkan. 

Namun dalam hal ini tidak semua kesukaran tersebut bisa 

dilakukan dengan semuanya saja. Melainkan ada tatacara dan 

syarat-syarat ataupun batasan yang harus dipenuhi supaya bisa 

melakukan dengan jalan alternatif yang lain tersebut. Apabila 

dilihat dari asal mula kesulitan, bisa dibagi menjadi dua 

klasifikasi yaitu sebagai berikut. 

a. Kesulitan mu‟tadah yaitu kesulitan yang alami. Dimana 

manusia mampu untuk mencari jalan keluarnya sehingga ia 
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belum masuk dalam kategori keterpaksaan. Kesulitan 

semacam ini tidak dapat dihilangkan taklif, dan tidak 

menyulitkan untuk melakukan sebuah ibadah. 

b. Kesulitan ghoiru mu‟tadah yaitu kesulitan yang tidak pada 

kebiasaan, dimana manusia tidak bisa memikul kesulitan 

tersebut, karena jika ia tetap melakukannya niscaya ia akan 

merusak diri dan memberatkan kehidupannya, dan 

kesulitan-kesulitan tersebut bisa dilihat dari akal sehat serta 

kepentingan yang dicapainya. Dan kesulitan seperti inilah 

bisa dilakukan rukhshah. 

Darurat sendiri adalah kesulitan yang sangat menentukan 

eksistensi manusia, karena apabila ia tidak dilestarikan, maka 

akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan 

manusia. Sedangkan musyaqot adalah kesulitan yang 

menghendaki adanya kebutuhan (hajat) tentang sesuatu, 

apabila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi 

manusia. Bisa dipahami bahwa tidak semua hal keterpaksaan 

itu membolehkan untuk melakukan hal yang haram, namun 

keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-

benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan perbuatan 

tersebut, dalam kondisi ini maka semua yang diharamkan 

dapat diperbolehkan untuk melaksanakannya. Sebab apabila 

tidak demikian mungkin akan membawa suatu mudharat 

kepada dirinya. Serta kaidah tersebut didukung dengan sebuah 

ayat didalam Al-Qur‘an yaitu sebagai berikut: 

ٓ اَجِدُ  ٓ اَنْ ياكُوْنَ كُلْ لَّا َٓ اِلَّا اعْعَمُ مًا علَٰى ظَاعٍِِ ي فِِْ مَآ اُوْحَِِ اِلََا مُحَرا

 ِ لا مِغيَِْْ الّلّٰ ُِ اَ رِجْسٌ اَوْ فِسْلاً اُ سْفُوْحًا اَوْ محَْمَ خِنْزِيْرٍ فاَِه مَيْخةًَ اَوْ دَمًا ما

ا  لََّ عاَدٍ فاَِنا رَب َۚ فمََنِ اضْعُرا غيََْْ بََغٍ وا حِيٌْْ بِ  ٢٥٦مَ غفَُوْرٌ را

“Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang 

diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya 

bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang 

mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia 

najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan 
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menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang 

terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi 

(batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-An‘am [6]: 

145). 

Madzhab Hanafi berpendapat akad nikah boleh dilakukan 

dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah 

meski dengan lafal kepemilikan, penyerahan, penjualan, 

pemberian, pembolehan, penghalalan, sepanjang akad tersebut 

disertai dengan qorinah yang menunjukkan arti nikah. Maliki 

dan Hambali berpendapat akad nikah dianggap sah jika 

menggunakan lafal an-nikah dan az-zawwaj serta lafal-lafal 

bentukannya. Sedangkan madzhab Syafi‘i berpendapat bahwa 

redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal at-

tazwij  dan an-nikah saja selain itu tidak sah. 

Menurut Imam Syafi‘i, terminologi walimah diambil dari 

kata walmun yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan 

kumpulnya antara kedua mempelai. Juga dikatakan bahwa 

walimah merupakan makanan yang disediakan ketika acara 

pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk 

para undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari 

bepergian jauh dan lainnya. Menurut Syafi‘iyyah menekankan 

bahwa hukum walimah adalah sunnah muakkadah. 

Hanafiyyah berpendapat walimah itu adalah sunnah. Lebih 

jauh, Hanafiyyah memandang, ketika seorang lelaki 

meminang wanita, hendak lah ia mengundang kerabat 

kerabatnya, tetangganya, teman temannya, dan menyediakan 

makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi 

mereka. Malikiyyah memandang bahwa hukumnya adalah 

Mandub, sedangkan madzhab Hanabillah memandang bahwa 

hukumnya adalah Sunnah. Dari beberapa pengertian di atas, 

bisa dipahami bahwa Wali>ma al-‘Urs adalah perayaan 

pernikahan yang menghidangkan makanan dan minuman serta 

mengundang sanak saudara ataupun kerabat dekat sebagai 

bentuk rasa syukur kepada Allah dan berbagi kebahagian 

kepada orang lain. 
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6. Dasar Hukum Wali>ma al-‘Urs 

Hukum walimatul urs untuk pengantin adalah sunnah, 

ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan, 

sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib hal 

tersebut berlandaskan kepada adanya perintah dari Rasulullah 

dan kita mempunyai kewajiban untuk mendatangi undangan 

walimah tersebut.
71

 

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu 

hukumnya sunnah mu‘akad hal ini berdasarkan ayat Al-

Qur‘an : 

                  

                       

                    

                       

                       

                     

                        

                    

            

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan 

untuk Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak 

(makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan 

bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik 
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memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian 

itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk 

menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) 

yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) 

kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari 

belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu 

dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) 

Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya 

selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan 

itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah. 

jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, 

Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala 

sesuatu. 

[1228] Maksudnya, pada masa Rasulullah s.a.w pernah 

terjadi orang-orang yang menunggu-nunggu waktu Makan 

Rasulullah s.a.w. lalu turun ayat ini melarang masuk rumah 

Rasulullah untuk Makan sambil menunggu-nunggu waktu 

makannya Rasulullah. 

Para imam madzhab dalam hal ini berbeda pendapat, 

artinya setelah kedua pengantin berhubungan intim atau 

sebelumnya, Malikiyyah dan Hanafiyyah memandang bahwa 

waktu diadakannya Wali>ma al-‘Urs adalah sebelum dan 

sesudahnya, sebagian Malikiyyah menganjurkan untuk 

diadakan sebelum berhubungan, dengan tujuan untuk 

mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan 

kedua mempelai, Maliki memandang agar dilaksanakan 

setelahnya.
72

 Adapun Hanabilah, memandang waktu walimah 

itu sangat panjang, tidak ada ketetapan dan tidak ada larangan 

sesuai dengan adat yang berjalan dan tidak bertentangan 

dengan ajaran Islam. Dalam syariat Islam, walimah itu hanya 

berjalan dua hari sedangkan hari yang ketiga adalah makruh. 

Dalam kaitannya dengan waktu penyelenggaraan walimah, 

Syafi‘iyyah memandang bahwa waktunya sangatlah panjang, 

bisa diadakan ketika akad pernikahan dilaksanakan dan juga 
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setelah kedua mempelai melakukan hubungan intim. Namun, 

beliau berpendapat bahwa lebih utama apabila dilaksanakan 

ba‟da dukhul. Hal ini berdasarkan Hadits  yang diriwayatkan 

oleh Bukhori dan Muslim yang artinya bahwa Nabi Saw tidak 

mengadakan kegiatan Wali>ma al-‘Urs atas istri-istrinya 

kecuali setelah melakukan hubungan badan. 

Dari beberapa perbedaan pendapat di atas, bisa 

disimpulkan bahwa perayaan pesta perkawinan/ Wali>ma al-

‘Urs dilaksanakan setelah adanya akad nikah. Cara nya pun 

berbeda-beda yang penting harus sesuai dengan ajaran Islam 

dan tidak untuk berniat sombong. 

Wali>ma al-‘Urs bertujuan untuk mengungumkan 

pernikahan kepada khalayak agar terhindar dari perspektif 

negatif dari masyarakat yang mengira bahwa orang yang 

sudah melakukan akad nikah tersebut telah melakukan 

perbuatan yang menyimpang dari syara‘ atau telah berzina 

karena tidak diketahuinya status pernikahan. Dimana zina 

merupakan perbuatan kotor dan keji yang dilarang oleh semua 

Agama dan tidak bisa diterima oleh akal. Ajang untuk 

menyampaikan kepada masyarakat bahwa pasangan ini telah 

menikah dan menjauhi diri dari perbuatan zina merupakan 

tujuan dari diadakannya pesta pernikahan. Walimah juga 

dapat diartikan dengan kata walm yang berarti perhimpunan, 

karena pasangan suami istri berhimpun. Wali>ma al-‘Urs  

adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam 

kamus bahasa Arab makna walimatul‗urs adalah makanan 

acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk 

undangan yang lainnya. Jadi acara walimatul ‗urs adalah acara 

pesta perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat untuk 

menginformasikan kepada masyarakat yang lainnya bahwa 

anak mereka telah melakukan akad perkawinan yang sesuai 

dengan ajaran Islam dan sah sebagai pasangan suami istri.
73

 

                                                             
73 Andi Armi dan Abdul Qadir Zaelani,‖Penggunaan Jalan Umum Wali>ma al-

„Urs  Perspektif Hukum Islam‖, As-Syar‟i: Jurnal Bimbingan dan Konseling 

Keluarga, Volume 5 No 2, 2023, 301. 
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D. Pengertian ‘Urf 
74

 

     Secara etimologi „urf  berarti ―sesuatu yang dipandang baik dan 

diterima oleh akal sehat‖. Al-„urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang 

sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan 

yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa 

dan diterima oleh akal mereka.
75

 Sedangkan secara terminology 

kata „urf, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di 

kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat 

(hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri 

mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima 

oleh akal yang sehat. „urf lahir dari hasil pemikiran dan 

pengalaman manusia.
76

 

      Kata „urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-

„adah (kebiasaan), yaitu: 

 شَء ثابت فِ امروح من حير كبوله بَلحس امسويْ وامشخصية الحليلية

“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya 

diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”77 

     Kata al-„Adah disebut demikian karena ia dilakukan secara 

berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama‘ 

Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa „urf mengandung makna:  

apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap 

perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka 

kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian 

etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak 

memahaminya dengan penngertian lain.
78

 

                                                             
74 Tomi Adam Gegana Abdul Qodir Zaelani, ―Pandangan Urf Terhadap Tradisi 

Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak,‖ El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil 

and Islamic Family Law 3 (1 Juni 2022): 16–30, https://doi.org/10.24042/el-

izdiwaj.v3i1.12495. 
75 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 

2014),  387. 
76 A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 

2010),  162. 
77 Ushul Fiqh,  209. 
78 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 

829. 
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     Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan „urf sebagai 

sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah 

menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik 

berupa perbuatan atau perkataan.
79

 Menurut Abdul Wahhab 

Khallaf, „urf adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan 

berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun 

meninggalkan sesuatu.
80

 Para ulama‘ ushul fiqh mendefinisikan 

„urf sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan 

mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, 

perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana „urf  juga 

disebut sebagai adat istiadat.
81

 Dari penjelasan di atas, dapat 

dipahami bahwa „urf terdiri dari dua bentuk yaitu, „urf al-qauli 

(kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat ―engkau 

saya kembalikan kepada orang tuamu‖ dalam masyarakat Islam 

Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan „urf al-fi‟li (kebiasaan 

dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli barang 

kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal ijab dan 

qabul yang disebut jual-beli muathah.
82

 

        Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami pengertian „urf 

adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, 

perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi 

masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain 

yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut. Para 

ulama ushul fiqh membedakan adat dan „urf sebagai salah satu dalil 

untuk menetapkan hukum syara‘. Menurut mereka „urf adalah 

kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun 

perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang 

dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.
83

 

                                                             
79 Satria Effendi M. Zein, Ushul fiqih (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005),  

117. 
80 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Semarang: Toha Putra Group, 

1994),  123. 
81 Abdul Waid, Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh (Yogyakarta: IRCisSod, 2014),  

152. 
82 Ushul Fiqh,  391. 
83 Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh,  151. 
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Secara mendasar, seluruh ulama sepakat dengan kedudukan 

„urf shahi‟h sebagai salah satu dalil syara‘. Namun diantara para 

ulama, terdapat perbedaan pendapat dari sisi intensitas 

penggunannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Syafi‘iyah dan 

Hanabilah adalah yang paling sedikit menggunakan „urf sebagai 

dalil dibandingkan ulama Hanfiyah dan Malikiyah. „Urf shahi‟h 

harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan 

hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan 

perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan 

oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi 

mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan 

tersebut tidak berlawanan dengan syara‘, maka wajib 

diperhatikan.
84„Urf fasid tidak wajib diperhatikan, karena 

memeliharanya berarti menentang dalil syara‘. Oleh karena itu, 

apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang fasid, 

seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur 

penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai 

pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja 

perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain 

untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari 

segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang 

banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau 

kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan 

 

1. Landasan Hukum ‘Urf   

Landasan syariah berupa Al-Qur‘an, Hadits serta kaidah 

fikih yang berkaitan dengan maslahah akan di uraikan secara 

terperinci, jumhur ulama dalam menetapkan   maslahah dapat 

dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan:  

a. Al-Qur‘an  

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5) ayat 6 yakni: 

                                                             
84 Fiqh Munakahat, kajian Fikih Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syafi‟i. 
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وٰ  يْنَ اٰمٌَوُْٓا اِذَا كُمْتُُْ اِلََ امصا ِ َا الذا َيهخ كُُْ وَاَيدِْيكَُُْ اِلََ يَٰٓ َُ وةِ فاَغْسِووُْا وُجُوْ

ۗ وَاِنْ نُيْتُُْ جٌُبًُا  اممَْرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُُْ وَاَرْجُوكَُُْ اِلََ امْكَعْبَيِْْ

 
ِٕ
نَ امغَْاۤى ٌْكُُْ مِّ رْضٰٰٓ اَوْ علَٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّ ِارُوْاۗ وَاِنْ نُيْتُُْ ما طِ فاَظا

بًا فاَمْسَحُوْا  مُوْا صَعِيْدًا ظَيِّ دُوْا مَاۤءً فذَيََما ِّسَاۤءَ فلََمْ تََِ تُُُ امً اَوْ مٰمَس ْ

مٰكِنْ يخريِدُْ  نْ حَرَجٍ وا ُ مِيَجْعَلَ عوَيَْكُُْ مِّ َُ ۗمَا يُريِدُْ الّلّٰ ٌْ كُُْ وَاَيدِْيْكُُْ مِّ ُِ بِوُجُوْ

  َ  عوَيَْكُُْ معََواكُُْ جشَْكُرُوْنَ  مِيُعَِِّرَكُُْ وَمِيُتُِا هِعْمَخَ

     “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah 

wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah 

kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata 

kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu 

sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air 

(kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh 

air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah 

wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin 

menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak 

membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya 

bagimu agar kamu bersyukur.” (Al-Maidah [5] ayat 6) 

     Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin 

menyulitkan hambanya baik di dalam syarak maupun yang 

lainnya. Allah akan melapangkan kesempitan dan 

mengurangi kesusahan kerena Allah swt maha kaya dan 

maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya 

untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat 

kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi 

hambanya.
85

   
  

 

 

                                                             
85 Ahmad Mustafa al- Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Juz 6 (Mesir: Mustafa al-

Babi al-Halabi, 1946), h. 64-65. 
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2. Klasifikasi ‘Urf 

 Dikalangan ulama ushul fiqh, „urf terbagi menjadi  tiga 

macam, diantaranya: 

a. Berdasarkan objeknya, „urf terbagi menjadi dua, 

diantaranya: 

1) „Urf Qauli, yaitu kebiasaaan masyarakat dalam 

penggunaa kata-kata atau ucapan.
86

 Jadi, makna 

ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di dalam 

pikiran mayoritas masyarakat. 

2) „Urf Fi‟li ialah kebiasaan masyarakat yang berakitan 

dengan perbuatan.
87

 Sedangkan yang dimaksud 

dengan perbuatan biasa disini ialah perbuatan 

masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang 

tidak terkait dengan kepentingan orang lain. 

b. Berdasarkan cakupannya, „urf terbagi menjadi dua, 

yaitu:
88

 

1) „Urf A‟mm, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan 

berlaku bagi sebagian besar kalangan masyarakat 

dalam berbagai wilayah yang luas. 

2) „Urf Khash ialah kebiasaan kebiasaan yang hanya 

berlaku pada masyarakat di wilayah tertentu. 

c. Berdasarkan keabsahan dari pandangan syara‘, „urf 

dibagi menjadi dua yaitu:
89

 

1) „Urf Shahi‟h adalah kebiasaan di tengah masyarakat 

yang tidak bertentangan dengan dalil syara‘, tidak 

membatalkan yang wajid serta tidak mengubah 

sesuatu yang telah diharamkan menurut syara‘ 

menjadi sesuatu yang halal. 

2) „Urf Fasid ialah segala sesuatu yang telah menjadi 

kebiasaan manusia namun sesuatu tersebut 

                                                             
86 Ushul Fiqh,  387. 
87 Ushul Fiqh. 
88 Satria Effendi M. Zein, Ushul fiqih (Jakarta: Kencana Prenada Media, 

2005).h,98 
89  Ibid.,90 
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bertentangan dengan syara‘. Seperti menghalalkan 

yang haram serta membatalkan yang wajib. 

 

3. Kedudukan ‘Urf 

 Secara mendasar, seluruh ulama sepakat dengan 

kedudukan „urf shahi‟h sebagai salah satu dalil syara‘. Namun 

diantara para ulama, terdapat perbedaan pendapat dari sisi 

intensitas penggunannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama 

Syafi‘iyah dan Hanabilah adalah yang paling sedikit 

menggunakan „urf sebagai dalil dibandingkan ulama Hanfiyah 

dan Malikiyah. „Urf shahi‟h harus dipelihara oleh seorang 

mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh 

seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang 

telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak 

adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang 

diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak 

berlawanan dengan syara‘, maka wajib diperhatikan.
90„Urf fasid 

tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti 

menentang dalil syara‘. Oleh karena itu, apabila seseorang telah 

terbiasa mengadakan perjanjian yang fasid, seperti perikatan 

yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka 

kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam 

menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-

perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk 

dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi 

darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. 

Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan 

mereka, maka ia diperbolehkan.
91

 

Madzhab Hanafi berpendapat akad nikah boleh 

dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud 

menikah meski dengan lafal kepemilikan, penyerahan, 

penjualan, pemberian, pembolehan, penghalalan, sepanjang 

                                                             
90 Fiqh Munakahat, kajian Fikih Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syafi‟i. 
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Grafindo:2009).,78. 
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akad tersebut disertai dengan qorinah yang menunjukkan arti 

nikah. Maliki dan Hambali berpendapat akad nikah dianggap 

sah jika menggunakan lafal an-nikah dan az-zawwaj serta lafal-

lafal bentukannya. Sedangkan madzhab Syafi‘i berpendapat 

bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal 

at-tazwij  dan an-nikah saja selain itu tidak sah. 

Menurut Imam Syafi‘i, terminologi walimah diambil 

dari kata walmun yang berarti sebuah perkumpulan, 

dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai. Juga dikatakan 

bahwa walimah merupakan makanan yang disediakan ketika 

acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan 

untuk para undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari 

bepergian jauh dan lainnya. Menurut Syafi‘iyyah menekankan 

bahwa hukum walimah adalah sunnah muakkadah. Hanafiyyah 

berpendapat walimah itu adalah sunnah. Lebih jauh, 

Hanafiyyah memandang, ketika seorang lelaki meminang 

wanita, hendak lah ia mengundang kerabat kerabatnya, 

tetangganya, teman temannya, dan menyediakan makanan bagi 

mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka. 

Malikiyyah memandang bahwa hukumnya adalah Mandub, 

sedangkan madzhab Hanabillah memandang bahwa hukumnya 

adalah Sunnah. Dari beberapa pengertian di atas, bisa dipahami 

bahwa Wali>ma al-‘Urs adalah perayaan pernikahan yang 

menghidangkan makanan dan minuman serta mengundang 

sanak saudara ataupun kerabat dekat sebagai bentuk rasa syukur 

kepada Allah dan berbagi kebahagian kepada orang lain. 

 

4. Dasar Hukum Wali>ma al-‘Urs 

Hukum walimatul urs untuk pengantin adalah sunnah, 

ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan, 

sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib hal 

tersebut berlandaskan kepada adanya perintah dari Rasulullah 
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dan kita mempunyai kewajiban untuk mendatangi undangan 

walimah tersebut.
92

 

Madzhab Hanafi berpendapat akad nikah boleh dilakukan 

dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah 

meski dengan lafal kepemilikan, penyerahan, penjualan, 

pemberian, pembolehan, penghalalan, sepanjang akad tersebut 

disertai dengan qorinah yang menunjukkan arti nikah. Maliki 

dan Hambali berpendapat akad nikah dianggap sah jika 

menggunakan lafal an-nikah dan az-zawwaj serta lafal-lafal 

bentukannya. Sedangkan madzhab Syafi‘i berpendapat bahwa 

redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal at-tazwij  

dan an-nikah saja selain itu tidak sah. 

Menurut Imam Syafi‘i, terminologi walimah diambil dari 

kata walmun yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan 

kumpulnya antara kedua mempelai. Juga dikatakan bahwa 

walimah merupakan makanan yang disediakan ketika acara 

pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk 

para undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari 

bepergian jauh dan lainnya. Menurut Syafi‘iyyah menekankan 

bahwa hukum walimah adalah sunnah muakkadah. Hanafiyyah 

berpendapat walimah itu adalah sunnah. Lebih jauh, 

Hanafiyyah memandang, ketika seorang lelaki meminang 

wanita, hendak lah ia mengundang kerabat kerabatnya, 

tetangganya, teman temannya, dan menyediakan makanan bagi 

mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka. 

Malikiyyah memandang bahwa hukumnya adalah Mandub, 

sedangkan madzhab Hanabillah memandang bahwa hukumnya 

adalah Sunnah. Dari beberapa pengertian di atas, bisa dipahami 

bahwa Wali>ma al-‘Urs adalah perayaan pernikahan yang 

menghidangkan makanan dan minuman serta mengundang 

sanak saudara ataupun kerabat dekat sebagai bentuk rasa syukur 

kepada Allah dan berbagi kebahagian kepada orang lain.   

                                                             
92 Siti, Fiqh Munakahah 1,  97. 
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